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kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh
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internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data
@ @ @ dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses
pengumpulan, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis data. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa proses pengembangan organisasi di instansi
pemerintah meliputi tahapan identifikasi masalah, perencanaan perubahan,
implementasi, serta evaluasi. Keberhasilan pengembangan organisasi
dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya organisasi, sumber daya manusia,
dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, pengembangan
organisasi berperan penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

1. Pendahuluan

Instansi pemerintah memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik,
melaksanakan kebijakan, serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan sumber daya
aparatur, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan
lingkungan. Perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, tuntutan transparansi, serta
meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas pelayanan mendorong instansi pemerintah untuk terus
melakukan pembenahan organisasi. Dalam konteks tersebut, pengembangan organisasi menjadi
salah satu pendekatan penting untuk membangun birokrasi yang efektif, efisien, adaptif, dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat (Cummings & Worley, 2015).

Pengembangan organisasi (organizational development) pada dasarnya merupakan proses
perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas
organisasi. Cummings dan Worley (2015) menjelaskan bahwa pengembangan organisasi merupakan
penerapan pengetahuan ilmu perilaku secara terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi
dan kesejahteraan anggotanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengembangan organisasi tidak
hanya berkaitan dengan perubahan struktur formal, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku,
budaya, proses kerja, komunikasi, serta hubungan antarindividu dalam organisasi. Dengan demikian,
pengembangan organisasi harus dipandang sebagai proses jangka panjang yang bertujuan
menciptakan kemampuan organisasi untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Dalam sektor pemerintahan, pengembangan organisasi memiliki karakteristik yang berbeda
dibandingkan dengan organisasi bisnis. Instansi pemerintah memiliki tanggung jawab publik yang
lebih besar karena keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur berdasarkan keuntungan
finansial, tetapi juga berdasarkan kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap regulasi, akuntabilitas,
pemerataan, dan kepuasan masyarakat. Osborne (2010) menjelaskan bahwa perkembangan
administrasi publik modern menuntut organisasi pemerintah untuk semakin memperhatikan kualitas
pelayanan dan hubungan dengan pengguna layanan. Oleh karena itu, pengembangan organisasi
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pemerintah perlu diarahkan pada terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan secara
efektif sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan organisasi adalah perubahan struktur dan
proses kerja. Struktur birokrasi yang terlalu hierarkis dan prosedur yang panjang dapat menghambat
kecepatan pelayanan serta pengambilan keputusan. Reformasi organisasi diperlukan untuk
menciptakan pembagian tugas yang lebih jelas, koordinasi yang lebih efektif, serta proses
pengambilan keputusan yang lebih responsif. Robbins dan Judge (2019) menegaskan bahwa
perubahan organisasi dapat mencakup struktur, teknologi, manusia, dan proses kerja. Dalam konteks
pemerintahan, perubahan tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi agar reformasi struktural tidak
berhenti pada perubahan formal, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku dan kualitas
pelayanan aparatur.

Selain struktur, budaya organisasi merupakan komponen penting dalam keberhasilan
pengembangan organisasi. Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, keyakinan, dan pola
perilaku yang berkembang di dalam suatu organisasi. Schein dan Schein (2017) menjelaskan bahwa
budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap cara anggota organisasi memahami lingkungan,
mengambil keputusan, dan menjalankan pekerjaan. Dalam instansi pemerintah, budaya birokrasi
yang terlalu berorientasi pada prosedur dapat menjadi hambatan apabila tidak diimbangi dengan
orientasi terhadap hasil dan pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan organisasi perlu mendorong
budaya kerja yang profesional, inovatif, kolaboratif, terbuka terhadap perubahan, dan berorientasi
pada kebutuhan masyarakat.

Kepemimpinan juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan
organisasi. Pemimpin memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah perubahan,
mengomunikasikan visi, membangun komitmen, serta mengurangi resistensi aparatur terhadap
perubahan. Yukl (2019) menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses memengaruhi
individu atau kelompok agar memahami dan menyepakati apa yang harus dilakukan serta bagaimana
melaksanakannya secara efektif. Dalam instansi pemerintah, pemimpin tidak hanya berfungsi
sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membangun
kepercayaan dan mendorong partisipasi aparatur dalam proses reformasi organisasi.

Pengembangan organisasi juga semakin erat kaitannya dengan transformasi digital.
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Digitalisasi memungkinkan pelayanan dilakukan secara lebih cepat, mudah, transparan,
dan terintegrasi. Mergel et al. (2019) menjelaskan bahwa transformasi digital sektor publik tidak
hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi baru, tetapi juga melibatkan perubahan organisasi,
proses, serta cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian, penerapan
teknologi digital membutuhkan kesiapan organisasi, termasuk kompetensi aparatur, perubahan
prosedur kerja, integrasi sistem informasi, serta perubahan budaya organisasi.

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi pemerintahan semakin penting melalui penerapan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa
transformasi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan organisasi dalam
mengintegrasikan teknologi dengan proses administrasi dan pelayanan publik. Namun, teknologi
tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak diikuti dengan pengembangan kapasitas
sumber daya manusia. Aparatur perlu memiliki kemampuan digital, kemampuan analisis data,
keterampilan komunikasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem kerja. Dengan
demikian, pengembangan organisasi dan pengembangan kompetensi aparatur merupakan dua aspek
yang saling berkaitan.

Faktor lain yang menentukan keberhasilan pengembangan organisasi adalah kesiapan

organisasi terhadap perubahan. Armenakis et al. (1993) menjelaskan bahwa kesiapan terhadap
perubahan berkaitan dengan keyakinan anggota organisasi bahwa perubahan diperlukan dan
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organisasi memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam instansi pemerintah, resistensi
dapat muncul karena perubahan dianggap mengganggu pola kerja yang telah berlangsung lama,
menambah beban kerja, atau mengurangi kenyamanan aparatur. Oleh karena itu, komunikasi yang
terbuka, pelibatan pegawai, pelatihan, serta dukungan pimpinan diperlukan untuk meningkatkan
kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan.

Selain kesiapan perubahan, manajemen sumber daya manusia juga memiliki posisi strategis
dalam pengembangan organisasi. Aparatur pemerintah merupakan pelaksana utama berbagai
kebijakan dan pelayanan publik sehingga kompetensi dan profesionalisme mereka sangat
menentukan keberhasilan organisasi. OECD (2021) menekankan pentingnya penguatan kapasitas
aparatur publik agar pemerintah mampu menghadapi perubahan dan menghasilkan kebijakan serta
pelayanan yang lebih responsif. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan,
pembelajaran berkelanjutan, dan pengembangan karier perlu diselaraskan dengan kebutuhan
organisasi.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengembangan organisasi dapat memberikan kontribusi
terhadap peningkatan efektivitas, inovasi, dan kualitas pelayanan publik. Namun, implementasinya
tidak selalu berjalan mudah. Beberapa hambatan yang sering muncul meliputi resistensi terhadap
perubahan, keterbatasan sumber daya, budaya kerja yang kurang adaptif, lemahnya koordinasi
antarunit, keterbatasan kompetensi aparatur, serta kurangnya konsistensi pimpinan dalam mengawal
perubahan. Oleh karena itu, pengembangan organisasi perlu dilakukan secara sistematis melalui
diagnosis organisasi, perencanaan perubahan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan
(Cummings & Worley, 2015).

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan organisasi di instansi
pemerintah merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, budaya,
kepemimpinan, sumber daya manusia, proses kerja, dan teknologi. Keberhasilannya sangat
dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun kepemimpinan yang efektif, budaya
kerja yang mendukung perubahan, aparatur yang kompeten, serta sistem kerja yang adaptif terhadap
perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan organisasi
tidak seharusnya dipahami sebagai kegiatan perubahan sesaat, tetapi sebagai proses berkelanjutan
untuk membangun kapasitas birokrasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas,
transparan, akuntabel, dan responsif..

2. Tinjauan Pustaka

Instansi pemerintah memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
pelaksanaan kebijakan, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam lingkungan
pemerintahan yang terus berubah, organisasi publik dituntut tidak hanya mampu menjalankan fungsi
administratif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi, melakukan inovasi, dan
meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Perubahan kebutuhan masyarakat,
perkembangan teknologi, tuntutan transparansi, serta meningkatnya perhatian terhadap akuntabilitas
menjadikan pengembangan organisasi sebagai salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi.
OECD (2021) menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan sangat berkaitan dengan kemampuan
institusi publik dalam mengelola sumber daya, meningkatkan kapasitas aparatur, memperbaiki
proses kerja, serta merespons perubahan lingkungan secara efektif.

Secara konseptual, pengembangan organisasi (organizational development) merupakan proses
perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara menyeluruh.
Cummings dan Worley (2015) menjelaskan bahwa pengembangan organisasi menggunakan
pengetahuan ilmu perilaku secara terencana untuk meningkatkan efektivitas dan kemampuan
organisasi dalam menghadapi perubahan. Konsep tersebut menegaskan bahwa pengembangan
organisasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur formal, tetapi juga mencakup perubahan
proses kerja, perilaku individu, hubungan antaranggota, komunikasi, budaya, dan sistem organisasi.
Dalam konteks pemerintahan, pendekatan tersebut menjadi penting karena perubahan birokrasi
harus menghasilkan perbaikan nyata terhadap kapasitas organisasi dan kualitas pelayanan publik.

33



Proses Pengembangan Organisasi Di Instansi Pemerintah... Niki, Filka Armanda, Risvandi

Pengembangan organisasi dalam sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan
organisasi bisnis. Organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat
sehingga keberhasilannya tidak semata-mata diukur melalui efisiensi atau pencapaian keuntungan,
tetapi juga melalui kualitas pelayanan, keterjangkauan layanan, transparansi, akuntabilitas, dan
kepercayaan masyarakat. Osborne (2010) menjelaskan bahwa perkembangan perspektif new public
governance menempatkan pelayanan publik dalam hubungan yang lebih luas antara pemerintah,
masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, pengembangan organisasi
pemerintah perlu diarahkan pada kemampuan membangun koordinasi, kolaborasi, serta pelayanan
yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Salah satu aspek utama pengembangan organisasi adalah perubahan struktur dan proses kerja.
Struktur birokrasi yang terlalu panjang, hierarkis, dan kaku berpotensi memperlambat proses
pengambilan keputusan dan pelayanan. Robbins dan Judge (2019) menjelaskan bahwa perubahan
organisasi dapat mencakup perubahan struktur, teknologi, manusia, serta proses yang digunakan
organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, reformasi organisasi pemerintah perlu
dilakukan secara menyeluruh. Perubahan struktur harus diikuti dengan penyederhanaan prosedur,
pembagian kewenangan yang jelas, peningkatan koordinasi, serta penguatan mekanisme evaluasi
kinerja.

Selain struktur, budaya organisasi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan
pengembangan organisasi. Schein dan Schein (2017) memandang budaya organisasi sebagai pola
asumsi dan nilai yang berkembang dalam organisasi serta memengaruhi cara anggota memahami
dan menjalankan pekerjaannya. Dalam lingkungan birokrasi, budaya kerja yang terlalu berorientasi
pada prosedur dapat menghambat inovasi apabila tidak diimbangi dengan orientasi terhadap hasil
dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan organisasi harus mendorong
terbentuknya budaya kerja yang profesional, terbuka, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada
pelayanan.

Kepemimpinan juga memiliki peran penting dalam proses perubahan organisasi. Pemimpin
merupakan aktor yang menentukan arah perubahan, membangun komunikasi, mengalokasikan
sumber daya, serta menciptakan dukungan bagi anggota organisasi. Yukl (2019) menjelaskan bahwa
kepemimpinan merupakan proses memengaruhi individu atau kelompok agar memahami dan
menyepakati apa yang perlu dilakukan serta bagaimana melaksanakannya secara efektif. Dalam
organisasi pemerintah, kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk mengurangi resistensi terhadap
perubahan dan membangun komitmen aparatur. Pemimpin tidak cukup hanya memberikan instruksi,
tetapi juga harus menjadi penggerak perubahan yang mampu memberikan contoh dan menciptakan
lingkungan kerja yang mendukung inovasi.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan organisasi pemerintah juga berkaitan erat dengan
perubahan budaya birokrasi dan perilaku aparatur. Penelitian mengenai organisasi pelayanan publik
di Indonesia menunjukkan bahwa budaya birokrasi, kepemimpinan yang memberdayakan,
komitmen organisasi, dan perilaku berbagi pengetahuan memiliki hubungan yang penting dalam
mendukung efektivitas organisasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan birokrasi tidak
dapat hanya dilakukan melalui regulasi dan perubahan struktur formal, tetapi juga membutuhkan
perubahan perilaku serta hubungan kerja di dalam organisasi.

Perkembangan teknologi digital semakin memperkuat kebutuhan pengembangan organisasi
pemerintah. Digitalisasi telah mengubah cara organisasi mengelola informasi, berkomunikasi,
mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mergel et al. (2019)
menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan
teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan proses, struktur, kapasitas organisasi, dan pola
interaksi pemerintah dengan masyarakat. Karena itu, penerapan teknologi harus disertai perubahan
organisasi agar teknologi benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan. Pengalaman
pemerintah dalam merespons perubahan menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi, koordinasi,
serta pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dari kapasitas organisasi publik.

Pengembangan organisasi juga membutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Aparatur merupakan aktor utama yang menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan dan program
pembangunan. Oleh karena itu, organisasi pemerintah perlu menyediakan pengembangan
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perubahan, termasuk kompetensi digital, kepemimpinan,
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komunikasi, analisis data, dan pemecahan masalah. OECD (2021) menempatkan manajemen sumber
daya manusia publik dan pengembangan kompetensi sebagai bagian penting dari kapasitas
pemerintahan. Transformasi organisasi akan sulit mencapai hasil optimal apabila kemampuan
aparatur tidak berkembang sejalan dengan perubahan struktur dan teknologi.

Selanjutnya, keberhasilan pengembangan organisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan
organisasi dalam menghadapi perubahan. Armenakis et al. (1993) menjelaskan bahwa kesiapan
terhadap perubahan berkaitan dengan keyakinan anggota organisasi bahwa perubahan diperlukan
dan organisasi memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam instansi pemerintah, resistensi
dapat muncul karena perubahan dianggap mengganggu rutinitas, meningkatkan beban kerja, atau
menimbulkan ketidakpastian. Oleh sebab itu, proses perubahan perlu disertai komunikasi yang
terbuka, pelibatan pegawai, pelatihan, pemberian dukungan, dan penjelasan mengenai manfaat
perubahan bagi organisasi maupun masyarakat.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, pengembangan organisasi pemerintah dapat
dipahami sebagai proses multidimensional dan berkelanjutan yang melibatkan perubahan struktur,
budaya, kepemimpinan, sumber daya manusia, teknologi, serta proses kerja. Keberhasilan
pengembangan organisasi tidak cukup ditentukan oleh perubahan administratif, tetapi memerlukan
keterpaduan antara aspek struktural dan perilaku. Organisasi yang mampu membangun budaya
adaptif, kepemimpinan yang mendukung perubahan, aparatur yang kompeten, serta sistem kerja
berbasis teknologi akan memiliki kemampuan lebih besar dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan organisasi di instansi pemerintah merupakan instrumen
penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif.
Kajian literatur menunjukkan bahwa pengembangan organisasi perlu ditempatkan sebagai proses
berkelanjutan, bukan sekadar program perubahan sesaat. Pendekatan tersebut memungkinkan
instansi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi, pembelajaran, inovasi, dan perbaikan kualitas
pelayanan. Dengan penguatan aspek kepemimpinan, budaya organisasi, kompetensi aparatur,
transformasi digital, dan kesiapan perubahan, organisasi pemerintah diharapkan mampu
meningkatkan kinerja sekaligus membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library
research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis proses
pengembangan organisasi di instansi pemerintah berdasarkan teori-teori administrasi publik dan
hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memahami
secara mendalam konsep, tahapan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan
pengembangan organisasi dalam sektor pemerintahan (Creswell, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari
berbagai sumber literatur ilmiah, seperti buku akademik, jurnal nasional dan internasional, prosiding
seminar, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan organisasi, reformasi
birokrasi, dan manajemen sektor publik. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi
dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, serta kebaruan informasi yang disesuaikan dengan
perkembangan administrasi publik modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara
mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan
proses pengembangan organisasi di instansi pemerintah. Penelusuran sumber dilakukan melalui
database akademik seperti Google Scholar, Scopus, serta berbagai publikasi ilmiah lainnya yang
relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis).
Menurut Krippendorff (2019), analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk
menginterpretasikan isi dokumen secara sistematis, objektif, dan ilmiah. Dalam penelitian ini,
analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep utama pengembangan organisasi, mengkaji
tahapan proses pengembangan organisasi di instansi pemerintah, serta mensintesis berbagai temuan
penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Tahapan analisis data meliputi: (1) pengumpulan literatur yang relevan; (2) klasifikasi data
berdasarkan tema pengembangan organisasi dan birokrasi pemerintah; (3) analisis isi terhadap
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konsep dan proses pengembangan organisasi; (4) sintesis hasil penelitian terdahulu; dan (5)
penarikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian. Proses ini dilakukan secara sistematis agar hasil
penelitian memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan
membandingkan berbagai literatur dari sumber yang berbeda, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil
penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
akurat dan komprehensif mengenai proses pengembangan organisasi di instansi pemerintah.

4. Hasil Dan Pembahasan
Konsep Pengembangan Organisasi di Instansi Pemerintah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengembangan organisasi (organization
development) di instansi pemerintah merupakan proses perubahan yang direncanakan, sistematis,
dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Perubahan tersebut
tidak hanya mencakup aspek struktur organisasi, tetapi juga proses kerja, budaya organisasi, pola
komunikasi, kepemimpinan, serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks sektor
publik, pengembangan organisasi diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional,
adaptif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Cummings dan Worley (2015) menjelaskan bahwa pengembangan organisasi merupakan upaya
jangka panjang yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam
memecahkan masalah dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Konsep tersebut sangat
relevan diterapkan pada instansi pemerintah karena organisasi publik menghadapi perubahan
regulasi, tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi, serta kebutuhan pelayanan yang semakin
kompleks. Oleh karena itu, organisasi pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk melakukan
evaluasi, pembelajaran, dan penyesuaian secara berkelanjutan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama
dalam keberhasilan pengembangan organisasi. Aparatur Sipil Negara tidak hanya dituntut memiliki
kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, berinovasi, dan
memanfaatkan teknologi. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, pembelajaran
organisasi, dan peningkatan kapasitas kepemimpinan dapat memperkuat kemampuan aparatur dalam
menghadapi perubahan. Dengan demikian, pengembangan organisasi harus ditempatkan sebagai
proses yang mengintegrasikan perubahan sistem organisasi dengan peningkatan kualitas individu.

Selain sumber daya manusia, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam proses perubahan
organisasi pemerintah. Pemimpin berperan dalam membangun visi perubahan, memberikan arahan,
mengurangi resistensi, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi.
Kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif dapat meningkatkan keterlibatan pegawai sehingga
proses perubahan tidak hanya menjadi kebijakan pimpinan, tetapi menjadi agenda bersama seluruh
anggota organisasi.

Aspek lain yang sangat penting adalah transformasi digital. Perkembangan teknologi
mendorong instansi pemerintah mengubah sistem pelayanan konvensional menuju pelayanan
berbasis digital. Digitalisasi dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas
pelayanan publik. Namun, transformasi digital tidak cukup dilakukan dengan menyediakan
perangkat teknologi. Perubahan juga harus disertai penyesuaian prosedur kerja, peningkatan
kompetensi aparatur, penguatan keamanan informasi, serta perubahan budaya organisasi.

Meskipun demikian, pengembangan organisasi pada instansi pemerintah masih menghadapi
sejumlah hambatan. Resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, budaya birokrasi
yang hierarkis, lemahnya koordinasi, dan kurangnya komitmen pimpinan dapat memperlambat
proses perubahan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pengembangan organisasi yang dilakukan
secara bertahap melalui identifikasi masalah, perencanaan perubahan, pelaksanaan, evaluasi, dan
perbaikan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kajian memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan organisasi
pemerintah sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara struktur organisasi, kepemimpinan, sumber
daya manusia, budaya kerja, teknologi, dan sistem evaluasi. Pengembangan organisasi tidak dapat
dipahami hanya sebagai perubahan administratif, tetapi sebagai proses transformasi menyeluruh
untuk membangun birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada masyarakat. Dengan pendekatan
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tersebut, instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur, memperbaiki
kualitas pelayanan publik, serta merespons perubahan lingkungan pemerintahan secara lebih efektif
dan berkelanjutan.

Proses Pengembangan Organisasi di Instansi Pemerintah

Hasil kajian menunjukkan bahwa proses pengembangan organisasi di instansi pemerintah
umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, tahap identifikasi masalah
organisasi, yaitu proses analisis terhadap kondisi birokrasi yang ada, termasuk hambatan dalam
pelayanan publik, struktur organisasi yang tidak efektif, serta rendahnya kinerja aparatur.

Kedua, tahap perencanaan perubahan, yaitu penyusunan strategi dan program pengembangan
organisasi yang meliputi perbaikan struktur, sistem kerja, dan peningkatan kompetensi pegawai.
Pada tahap ini, peran pimpinan sangat penting dalam menentukan arah perubahan organisasi.

Ketiga, tahap implementasi perubahan, yaitu pelaksanaan program pengembangan organisasi
seperti reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya
manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Keempat, tahap evaluasi dan umpan balik, yaitu proses penilaian terhadap hasil perubahan yang
telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan organisasi
berhasil meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Organisasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan organisasi di instansi pemerintah
dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, kepemimpinan yang efektif. Pemimpin memiliki
peran penting sebagai penggerak perubahan organisasi, terutama dalam menciptakan visi, strategi,
dan budaya kerja yang mendukung reformasi birokrasi.

Kedua, budaya organisasi. Budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan, inovasi, dan
pembelajaran akan mempercepat proses pengembangan organisasi. Sebaliknya, budaya birokrasi
yang kaku dan resistensi terhadap perubahan dapat menghambat proses tersebut.

Ketiga, sumber daya manusia. Kompetensi, motivasi, dan komitmen aparatur sipil negara
sangat menentukan keberhasilan pengembangan organisasi. SDM yang berkualitas akan lebih
mudah beradaptasi dengan perubahan sistem dan teknologi.

Keempat, dukungan teknologi informasi. Digitalisasi pemerintahan (e-government) berperan
penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, sehingga mendukung
proses pengembangan organisasi secara keseluruhan.

Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pengembangan organisasi di instansi pemerintah tidak
dapat dipisahkan dari agenda reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis
untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Dalam konteks ini,
pengembangan organisasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Robbins dan Judge (2019) menegaskan bahwa perubahan organisasi tidak hanya mencakup
aspek struktural, tetapi juga perubahan perilaku individu dan budaya kerja. Oleh karena itu,
reformasi birokrasi harus didukung oleh perubahan mindset aparatur agar lebih berorientasi pada
pelayanan publik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa proses pengembangan organisasi di instansi
pemerintah merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Keberhasilan proses ini sangat
bergantung pada sinergi antara kepemimpinan, budaya organisasi, sumber daya manusia, serta
pemanfaatan teknologi.

Dalam praktiknya, banyak instansi pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan seperti
resistensi terhadap perubahan, keterbatasan inovasi, serta lemahnya koordinasi antarunit kerja.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan organisasi tidak hanya membutuhkan kebijakan
formal, tetapi juga komitmen kuat dari seluruh elemen organisasi.
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Selain itu, perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam mempercepat
proses pengembangan organisasi, khususnya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektronik (e-government). Digitalisasi memungkinkan proses kerja menjadi lebih efisien,
transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pengembangan organisasi di instansi pemerintah merupakan strategi
penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi. Dengan pendekatan
yang tepat, pengembangan organisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif, responsif,
dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai proses pengembangan organisasi di instansi
pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pengembangan organisasi merupakan suatu proses perubahan
yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
organisasi, kualitas pelayanan publik, serta kinerja aparatur pemerintah. Proses ini mencakup
berbagai aspek, mulai dari perubahan struktur, sistem kerja, budaya organisasi, hingga
pengembangan sumber daya manusia.

Tahapan pengembangan organisasi di instansi pemerintah meliputi identifikasi masalah,
perencanaan perubahan, implementasi, serta evaluasi dan umpan balik. Keberhasilan proses ini
sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia,
serta dukungan teknologi informasi. Dalam konteks reformasi birokrasi, pengembangan organisasi
menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengembangan organisasi di instansi pemerintah memiliki peran strategis
dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Namun,
keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen seluruh elemen organisasi dalam mendukung
perubahan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, instansi pemerintah disarankan untuk terus memperkuat
komitmen dalam melaksanakan pengembangan organisasi secara konsisten dan berkelanjutan. Hal
ini dapat dilakukan melalui penguatan kepemimpinan yang visioner, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, serta pengembangan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan.

Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
mendukung proses pengembangan organisasi, khususnya melalui digitalisasi pelayanan publik dan
penerapan sistem e-government. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas birokrasi.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan pendekatan
kuantitatif atau campuran (mixed methods) guna mengukur secara lebih mendalam pengaruh
pengembangan organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian lanjutan juga dapat
menambahkan variabel lain seperti kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan inovasi
pelayanan publik agar hasil kajian lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,
bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan
kepada rekan sejawat, serta para peneliti terdahulu yang telah menyediakan berbagai sumber
literatur yang menjadi referensi dalam penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan
pengembangan organisasi di instansi pemerintah.

References

Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (1993). Creating readiness for
organizational change. Human Relations, 46(6), 681-703.

Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2015). Organization development and change (10th ed.).
Cengage Learning.

Mergel, 1., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert

38



YUDABBIRU : Jurnal Administrasi Negara ISSN 2656-3983
Volume 7 Number 1, Maret 2025

interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385.

OECD. (2021). Government at a glance 2021. OECD Publishing.

Osborne, S. P. (Ed.). (2010). The new public governance? Emerging perspectives on the theory and
practice of public governance. Routledge.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). Organizational behavior (18th ed.). Pearson.

Schein, E. H., & Schein, P. A. (2017). Organizational culture and leadership (5th ed.). Jossey-Bass.

Yukl, G. (2019). Leadership in organizations (9th ed.). Pearson.

Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
(5th ed.). Sage Publications.

Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2015). Organization development and change (10th ed.).
Cengage Learning.

Krippendorff, K. (2019). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). Sage
Publications.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). Organizational behavior (18th ed.). Pearson.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is
transforming the public sector. Addison-Wesley.

Dwiyanto, A. (2017). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Sedarmayanti. (2018). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa
depan. Refika Aditama.

LAN (Lembaga Administrasi Negara). (2020). Grand design reformasi birokrasi 2010-2025.
Lembaga Administrasi Negara Rl.Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic
capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509—533.

39



